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NOMOR : 30 TAHUN 1996 SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR s 14 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon No. 13 Tahun 1996 telah di
bentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamad
Ya Daerah Tingkat II Cirebon.

b, balwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri No. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisa~
8i dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum
Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan -
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota
madya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peratur-
an Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang No, 16 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkung-
an Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daersh
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun—
1954)No. 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

- BB5t).

2+ Undang-undang e..

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 1996

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. babhwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon No. 13 Tahun 1996 +telah di
bentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamad

"~ ¥Ya Daerah Tingkat II Cirebon.

b. babwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri No. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisa-
si dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum
Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan-
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota
madya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peratur-

" 'an Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkung
an Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun
1954)No. 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5551).

2¢ Undang-undang ...
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Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe
merintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 -
No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI No, 3037).

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok=-Pokok Ke
pPegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 55, Tam
bahan Lembaran Negara RI No. 3041).

Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembar
an Negara RI Tahun 1980 Ho. 83, Tambahan Lembaran Ne
gara RI No. 3046).

Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 23, Tam
bahan Lembaran Negara RI No. 3469).

Undang-undang No. 24Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lem
baran Negara RI No. 3501). '

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 23, Tambaban Lem -
baran Negara RI No., 3293).

Peraturan Pemerintahan No. 14 Tahun 1987 tentang Pe
nyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang - .
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Ta

* hun 1987 No. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Ho.3353).

9.

10.

11,

Peraturan Pemerintah No, 45 Tahun 1992 tentang Penye
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Da
erah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.77
Tambahan Lembaran Negara RI No. 3487).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57/PRT/91 ten—
tang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerja-—
an Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Peme-
rintah Dasrah Tingkat II.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No., 58/PRT/91 ten
tang Penyelenggaraan Pembingan Teknis dan Pengawasan
Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan-
Umun,

12+ Keputusan Menteri

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri No., 39 Tahun 1992 ten
- tang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 ten
tang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah per
ubahan,

14+ Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tabun 1993 ten
" tang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon
Fo. 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,
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Dénga.h Persetujﬁan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadys Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI
NAS PEXKERJAAN UMUM BINA MARGA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3

&. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,

b, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon.

¢, Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Cirebon,

d, Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon,.

e, Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Margea Kotamadya
Daersh Tingkat II Cirebon,

f. Kepala Dinas ...
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fe Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Mar
ga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,

&g+ Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Bina Marga
| yang melsksanskan semus kegiatan dan fungsi Dinas di sa
| tu Wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Gire—
bon.

he Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Tek
nis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamad
Ya Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian
tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selan
jutnya disebut UPTD.

BAB 1II
KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelsksana Pemerintah Daerah dibidang
Kebinamargaan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawadb kepada Walikotamadya Kepala Da~
erah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok mela.ksanakdn sebagiaix urusan
Rumah Tangga Daerah dibidang Kebinamargaan dan tugas pem
bantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Per
aturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi @

3

2y Pelaksanaan eee
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a. Pelaksanaan operasional dibidang Kebinamargaan yang me
liputi pengendalian operasional, pembangunan dan peme-
liharaan berdasarkan kebijaksansan Walikotamadya Kepa-

- la Daerah.

b. Pelaksanaan Teknis fungsional dibidang Kebinamargaan
berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif Ketata
usahaan , meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian
serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5
Unsur Organisasi Dinas terdiri atas s

a. Pimpman adalah Kepala Dinas

b, Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha

c. Pelaksana adalah Seksi,Cabang Dinas dan UPTD serta Ke
lompok Jabatan Fungsional

 Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

a, Kepala Dinas
b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

1. Urusan Umum
2. Urusan Kepegawaian
3, Urusan Keuangan

c, Seksi Pengendalian Operasional membawahkan 3

1. Sub Seksi Penyusunan Program
2, Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan
3. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

d, Seksi Pembangunan membawahkan 3

1¢ SUb SekSi seveee
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1. Sub Seksi Pembangunan jalan
2. Sub Seksi Peningkatan jalan
3, Sub Seksi Penggantian jembatan

e, Seksi Pemeliharaan membawahkan

1. Sub Seksi Pemeliharaan jalan
2, Sub Seksi Pemeliharaan jembatan
3. Bub Seksi Pemanfaatan dan perijinan jalan

f, Seksi Pengairan membawabkan @

1. Sub Seksi Pembangunan
2, Sub Seksi Operasi dan pemeliharaan
3. Sub Seksi Bina manfaat

g+ Cabang Dinas
he UPTD
i, Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum da
lam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan da
ri Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 17

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi
kan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urus
an Rumah Tangga Daerah dibidang Kebinamargaan serta tugas -
Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemenn'bah Daerah,

Pa.ragra.f 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan umum, urusan Kepegawaian dan urusan
Keuangan.

(2) Untuk eeee

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempu -
nyai fungsi :

&, Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkap
e

b. Pelaksanaan pengklolaan urusan Kepegawaian.

¢, Pelzksanaan pengelolaan urusan Keuangan,

Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

R Urusan umum
b, Ususan kepegawaian
¢s Urusan Keuangan

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas pokok melsksanakan pengelo
laan surat menyurat, kearsipan, pengganiaan, rumah -
tangga, administrasi perjalanan Dinas, perlengkapan
dan pemeliharaan kantor serta Iinventarisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Urusan umum mempunyai fungsis

a, Pelaksa.naan Urusan surat menyurat, pengguﬂm,kem
mah tanggaan dan administrasi Perjalanan Dinas.

b, Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kan-
tor dan inventarisasi, -

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan administrasi Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Perpustakaan. '

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak

sul pada ayat (1) pasal ini, Urusa.n Kepegaxza.:.an memg

Punyai fungdi 3

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Mutasi, disip
lin dan pengembangan pegawai.

b, Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan Ketatalak
s8anaan.

c, Pelaksanaan eceecee
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¢, Pelaksanaan pengelolaan @okumentasi dan perpustaka
an,

Pasal 11

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melsksanakan pe
ngelolaan administrasi keuangan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimek -
sud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempuxnyai
fungsi

a, Penyiapan bahan penyusunan rencans anggaran Rutin Dinas

be. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Operasional

Pagal 12

(1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis,-
leger jalan, pengujian tanah dan bahan, ‘

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak
sud pada ayat (1) pasal ini, Seka; Pergendalian Opera
sional mempunyai fungsi '

&, Pelgksanaan penyusunan program, ‘analisis dan evalu
asi pengembangan jaringan jalan.

b, Pelaksanaan dan penyusunan perencanaan teknis dan
leger jalan,

o, Pelaksanaan dan pengelolaan leger jalan dan jemba~
tan.

d, Pelaksanaan pengujian tansh dan bahan.

(3) Seksi Pengendalian Operasional membawahkan 3

&, Sub Seksi Penyusunan Program
be Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan.
c, Sub Seksi Pengujian Tanah dan bahan,

Pasal 13 eoe

- v
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Pasal 13

(1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok mem
persiapkan bahan penyusunan program analisis dan evalu
asi pengembangan jaringan jalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak -
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Prog

ram mempunyai fungsi s -

&e Pengt,mpulan dan pengolahan data hasil analisis dan
evaluasi pengembangan jalan.

b, Penyiapan bahan penyusunan program dan studi kela -
yakan pengembangan jalan,

Pasal 14

(1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan mempunyai
tugas pokok mempersiapkan baha.n penyusunan perencmm
teknis dan leger jalan.

(2) Untuk menyelenggaraken tugas pokok sebagaimana dimak -
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Sekei Perencanaan Tek
nis dan Leger jalan mempunyai fungsi

&, Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan le
ger jalan serta jembatan.

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis dan
leger jalan serta jembatan.

Pasgal 15

(1) Sub Seksi Pengujian Tanah dan bahan mempunyai tugas po
kok mempersiapkan bahan penelitian, penyelidikan, peng
ujian tansh dan bahan jalan serta jembatan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak -
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengujian tanah
dan bahan mempunyai fungsi s

a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi tanah dan
kualitas bahan.

b. Penyiapan bahan see.
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be Penyispsn bshan penelitian, penyelidikan, pengujian t3
nah dan kualitas bshan pembangunan jalan dan jembstan.
Parsgraf &4
Seksi Pembangunan
Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan mempunyal tugas pokok melaksanakan keglg
ten pengendalisn, pembangunan dan peningkatan jalan serta
penggantian Jembatan,

(2) Untuk menyelenggaraken tugas pokek sebagaimana dimsksud pa
da ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyal fungsi:
h?ﬂ*mm Rnan pctunjﬁc teknis kcgléan -
bqumemmmtmkaMm -

gendalian dan peningkatan jalan ;
tuPMmmethh@&m -
pengendalian dan penggantian Jembatane

(3) Seksi Pembangunsn, membawshkan 3

a2 Sub Seksl Pembangunsn Jalan
by Sub Seksi Peningkstan Jalan ;
¢p Sub Seksl Penggantian dembatan.

Pasal 17
(l)%%ﬁ?ﬂmamwﬁmpdwkm-

sispksn bahan penyusunan petunjuk teknls pengendalian dan
pembangunan Jalans

(2) Untuk menyelenggarskan tugas poimk sebagaimsna dimskeud pg
da ayet (1) passl ini, Sub Seksi Pembangunan Jalan mempu -
nyal fungsi @

a, Pengumpulan dan pengolshan data rencana pesbangunan Jg
lan
bs Penyispan bahan penyusmman petunjuk teknis pelaksanaan -
keglastan pengendalian dan pembangunan jalan.
Pasal 18 SRS
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Pasal 18
(1) Sub Seksi Peningkatan Jalsn mempunysi tugas pokok mempep
siapken bahan penyusunan petunjuk telmis pengendalian den
peningkatan jalan.

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimena dimeksud-
pada ayst (1) pasal inl, Sub Seksi Peningkstan Jalan meg
punysl fungsi @

8+ Pengampulan dan pengolahsn deta rencana peningksban «

Jalan ;
be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelsksg
m kﬂwﬂ DRI IR i dﬂ WM jﬂm‘

Pasal 19

(1) Sub Seksl Penggantian Jembatan mempunyai tugas pokok meg
persiapkan bahan pelaksanasn keglasban pengendalisn dan -
penggantian jembatan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagzimena dimsksud -
pada ayat (1) passl ini, Sub Seksi Penggantian Jesbaten -
mempunyal fungsi :

8 Pengampulan dan pengolahan data Nondisi Jembatsn di Wi
lgysh Perkotaan 3

be Penylspan bahan den penyusunan petunjuk teknis pelsksg
nasn keglshan pengendalian dan penggantlan Jembatan.
Paragraf 5
Seksi Pemeliharaan
Pasal 20

(1) Seksi Pemeliharasn mempunysi tugas pokok melsksansksn kg
Egistan pengendalisn, pemeliharasn Jalan, pemeliharasn jeg
batan, pemanfastan dan perijinan jalane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimsksud ~
pada ayat (1) pasal ini, Seksl Pemeliharasn mempunyai =
xm&ﬂ.l

8s Pelaksansan esseses
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b.?ﬂ&mmmmmmm:m&m
Wmmm;

¢4 Pelskssnasn pengelolasn pemsnfastan dan perdjinan = -

MMJWQ
(3) Seksi Pemelihsrasn membawahkan i

8e Sub Seksl Pemelihsraan Jalan ;
b,&bedsd.PmuumamJMm;
ﬁ.%S&demmdewiﬁnme

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyal tugas pokok meg
persiapkan bahsn pelaksanaan kegiatan pengendsllsn dan
pemeliharaan Jalan.

(z)mmxmmtwmmm-,
sud pada ayat (1) passl ini, Sub Seksi Pemeliharasn -
Jalan mempunysd fungsi 3.

m?angmﬂmdmpmmmwnpmm:}ﬂanf

mhﬂmwmmm;
Pasal 22

(1) Sub Seksi Pemeliharasn Jembatan mempunyal tugas pokok =

Wmhmwmmmmmw

@)mw&msmmmmmm
pada ayst (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharasn Jemba &

tan mempunyai fungsi s.
uwmwmmm

3 172

Pasal 23
maxbsasgymmammmamwsm
pokok mempersispkan bahsn pengelolasn pemanfy

aban dan perijinan Jalan dan jubahm.

mw (1)pam11ni, swmwmmamw
nen jalan mempunyal fungsl :

h?m:gm}mdmmmldmd&amtmwm
Jalan dan jembstan 3 .

be Penylapan bahan penyusunan petunjuk teknls pemanfaatang
perijinan jalan dan jembaban,

Paragraf 6
Seksl Pengalran
Pasal 24

(1) Seksl Pengalirsn mempunyal tugas pokok melalcsansken penyy

sunan petunjuk teinis pembangunsn, operasi dan pemeliharg
an serta pembinasn mnfast pengsiran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas polok terssbut pada ayst (1)
pasal ini, Seksi Pengairan mempunyal fungsl s
8. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis Pembanganan
" Pengairan ; :
bs Pelsksanasn dan Penyusunan petunjulc teknis Operasi dan
Pemeliharaan Pengairan ;

¢e Pelaksanasn dan Penyuswunan petunjuk teknis pembinasn -
dan pemanfaatsn pengsiran.

be Penylapsn bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksg
nsan keglstan pengendalisn dan pemeliharssn jesbatan,

Pasal 25 sesessesess

L
e
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Pasal 25 |
(1) Sud Seksi Pembangunan mempunyal tugas pekek melskssnakan
penyispan bahan penyusunan petunjuk telnis pembangunan -
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pekok sebagaimana dimaksud.

pads ayat (1) pesel ini, %Sdm!.l’dammw
fungsl 3 :

a, Pengumpulan dan pengolshan data teknis pembangunan ~

Pengairan ;
be Penylspan bshan penyusunan petunjuk teknis pesbangunan
pengairan.
| Pasal 26

(1) Sub Seksl Operasional dan Pemeliharasn mempunyai tugss pg
kok menylapkan bshan penyusunan pstunjuk teknis operasi
dasny : pemeliharaan pengsiran,

(2) Untuk menyelenggarsksn tugas pokok sebagsimana dimalksud «
sn mempunyszl fungsl @

a, Pengumpulan dan pengplahan data teknis operasi dan pe
meliharaan pengairan

b¢ Penyiapan bahsn penyusunan petunjuk teknis operasl dan
pemeliharasn pengalran.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas pokok wenyiapkan -
rane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas polook sebagsimana dimekeud -
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Manfaat mempunysi
fungsl s

ot pengairan j

be Penyiapan .;l\ttli. ‘

Pembentukan, Organisasi dsn Tata Kerja Csbang Dinas serta -
Wmmmmmammmrg
mmmxﬁgﬂ'io

Paragraf 8
Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengatu -
ran lebih lanjut sken ditetapken dengsn Peraturan Perundang
-undangan tersendiri setelsh mendapat persetujusn Menteri ~
Dalam Negeri, _

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

(1) Kelompok Jsbatan Fungsional mempunysi tugas pokok melsl
sanskan sebagian keglaten dinas secara profesional sesg
&l dengan kebutuhane

(2) Kelompok Jsbatan Fuhgsional sebagaimana dimaisud pada «
ayat (1) pasal ini, dalam melsksanskan tugas pokoknya -
bmwammammm.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Pungsional dimsksud pada pasal 30, tep
diri atas sejumlsh tenaga dalam jenJang Jabsten fungsig
bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, di -
pimpin oleh seorang tenaga fungsional senlor yang ditup
Juk disntara tenaga fungsional yang ada lingkungan Di -
nas. (3) Junlah eesesvsee
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(3) Jumlsh jebatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal
ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kep
Jae

(4) Jenis dan jenjeng jabstan fungsionsl tersebut peda syst
(1) pasal ini distur sesual dengsn persturan perudang
BAB Iv
TATA KEERJA
Baglan Pertama
Umum
Pasal 32
(1) Hal~hal yang menjadi tugas pekok Dinas merupskan satu «
kesatuan yang sstu sama lain tidask dapat dipisshkan.
(2) Pelaksanasn fungsi Dinass sebagal Pelsksana Pemerintsh «
Daersh di bidang kebinamargsan dan pengairan, kegistanw
qmmmmawammmwmwﬁmehh&n%c&mgmmm

(3) Kepala Dinas baik Takiis Operasionsl maupun Teknis Admi
nistratif berada dibawa dan bertamggmg Jawsb kepada Wg
llimtamadya Kepala Dasrah dan dalam melsksanskan {tugas
pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan «
instsngl lain yang berksitan dengan fungsinya,

(4) Setap pimpinan satusn organisssl dilingkungsn Dinas, dg
lam melsksanaksn tugasnya wajib menetspkan prinsip koxw
dinasl, integrasi, ainkronisasi dan simplifikasi,

(5) Setisp plmpinan setusn organisasi dilingongan Dinas,wp
J1b memimpin dan memberikan bisbingsn serta pstunjuk pe

lakssnasn tugas kepada bawahan,
Bagian Kettaa -

Pelaporan
Pasal 33

<

o
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(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelsksanasn
tugasnya secara teratur, Jelas serta tepsl pada wakbunya-
kepada Wallkotamadys Kepala Daerah,

(2)Setisp pimpinen sstusn organisasi di lingkungsn Dinas wg
Jib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjsabe
kepada stassnnya masing-masing serta memberikan lsporsn -
tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organi-
sasl dari bawshan, wajib diolah dan dipergmskan sebagal
bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan ps -
tunjuk kepada bawshan.

(4) Pangaturan mengenal jenis laporan dan cara penyampsisrmyay
berpedoman kepada persturan perundsng-undangan yang berlg
ku,

hﬁmxuup
Mewakili

mma 3

(1) Dalsm hal Kepala Dinas berhalangsn, Kepsla Dinas dapst mg-
mmnjuk Kepala Sub Baglan Tsta Usaha.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Ussha berhalangsn, maks-
Kepala Dinas dapat memunjuk Kepala Seksi berdasarkan se -
nioritas dan kepangkstannyas

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

(1) Kepala Dinas diangkst dan diberhentikan oleh Gubernur Ke-
pala Daersh Tingkst I Jama Barst stas usul Walikotamadya-
Kepala Daersh,.

(2) Kepala Dinas berkeswajiban dan bertanggungjawsb dalam mewm:
persiapksn bahan rencangan kebd jaksanasn Walikotamadya Kg
pala Daersh di bidang kepegawalan.

(3) Pejabal eseeveceres
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(3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan diber
hentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pera
turan Perundang-undangan yang berlakue

BAB VI

PEMBIAYAAN
Pasal 36

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belan
Jja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB vIL
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal~hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya skan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini segala ketentuan -

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan -
tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Hanggal diundang =
kane

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah e
kan pengundangan Persturan Daersh ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebone
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